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Unc¢ ng-Undar~ Nomor 5 Tahun 20C  tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Ki..upaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

“"ad g-U dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10. Perr-—== "r-=a-—



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
M __.-i Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dw.am ..cgeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Ta’ ~ a Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan
. ertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya,

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
~omor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 30 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau
Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 31 Seri D});

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan
Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan = Kabupaten
Lamandau {Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009
Nomor 48, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 41 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan
Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2009 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 52 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 71 Seri DJ;
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1 aturan Daerah Kabupaten ~: andau Nomor 08 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan
Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 72 Seri D);

20. ., eraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Tlamandau
.ahun 2012 Nomor 84, .un..aca  Len..aran i1€rau savupaten
Lamandau Nomor 73 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012
Nomor B85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 74 Seri DJ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 75 Seri Dj};

23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 Tentang
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Lamandau

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015
tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Tahun 2015 {Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 391} d: bah
sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Memberikan tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dan diberikan setiap bulan dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pejabat struktural eselon II.a sebesar Rp. 2.000.000,-
b. Pejabat struktural eselon II.b sebesar Rp. 1.500.000,-
c. Pejabat struktural eselon Ill.a sebesar Rp. 1.250.000,-
d. Pejabat struktural eselon III.b sebesar Rp. 1.150.000,-

e. Pejabat struktural eselon IV.a.....
?

Pl V.

















